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ABSTRAK

Isu maraknya pelecehan seksual telag sukses mencuri perhatian
berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks kegiatan ini, ditemukan
siswa seringkali kurang mendapatkan pemahaman yang memadai
mengenai kekerasan seksual, termasuk cara mendeteksi, melaporkan,
dan mencegahnya. Kurangnya pengetahuan ini dapat membuat mereka
menjadi lebih rentan terhadap risiko kekerasan seksual. Pelaksanaan
PkM ini dilakukan dengan metode penyuluhan hukum di sekolah SMA
Negeri 21 Kota Batam, berfokus untuk memberikan edukasi upaya
pencegahan dari kasus kekerasan seksual (preventif) dan solusi
penyelesaiannya (reprensif). Berdasarkan implemetasi dan evaluasi yang
dilakukan pada siswa-siswi SMA Negeri 21 Kota Batam, kini telah
menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga siswa-siswi yang
semula tidak tahu menjadi tahu dan paham mengenai jenis-jenis
kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Saran atas pelaksanaan
kegiatan ini adalah agar siswa-siswi dapat lebih berhati-hati dan mawas
diri terhadap aktivitas sehari-hari yang cenderung kearah privasi dan
seksualitas. Selain itu, pihak sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam dapat
segera melakukan langkah percegahan mulai dari internal sekolah
seperti pembentukan kelompok ataupun satgas anti kekerasan seksual,
yang nantinya langkah perubahan baik ini akan manjadi contoh baik
yang akan dititu oleh sekolah-sekolah lainnya, khususnya di Kota
Batam. Diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam dan intensif dati
pihak-pihak external yang berwenang seperti pemerintahan, agar angka
kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah terutama di Kota Batam
dapat terus berkurang.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Pemberdayaan, Preventif
DOI: https://doi.org/10.37253 /sasenal.v2i1.9338
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PENDAHULUAN

Perencanaan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini berangkat dari isu
maraknya pelecehan seksual yang sukses mencuri perhatian berbagai lapisan
masyarakat, instansi pemerintah, dan non pemerintah (Aksa et al., 2024). Pelecehan
seksual yang terjadi di Indonesia sudah sangat awam dan sudah bukan lagi hal yang
tabu untuk diketahui bahkan sudah sering terjadi (Aprilia et al., 2024). Bentuk dari
pelecehan seksual memiliki berbagai macam, artinya bentuk kegiatan yang tidak
membuat seseorang senang bisa dianggap sebagai bentuk dari pelecehan seksual itu
sendiri (Wafasari et al., 2024). Berkomentar verbal (kasar dan tidak senonoh), atau
menyentuh fisik yang bersifat seksual kepada orang lain dengan unsur sengaja dan tidak
dikehendaki dapat juga dikatakan sebagai perilaku pelecehan seksual (Merry Fridha &
Haryanti, 2020). Selain itu cafcalling atau siulan yang bertujuan untuk mencari perhatian
namun dengan memberikan gerakan-gerakan seksual tertentu sehingga perbuatan ini
termasuk dalam pelecehan seksual (Ronaldo Ignatius Mokalu, 2023). Komnas
perempuan Republik Indonesia melaporkan bahwa jumlah kekerasan terhadap
perempuan sepanjang tahun 2022 sebesar 3.014 kasus, 840 kasus diantaranya
merupakan kekerasan seksual yang terjadi di ranah publik dan 899 kasus terjadi diranah
personal (Gina Wardayani dan Widyastuti, 2024). Maka fenomena kekerasan seksual
merupakan salah satu masalah sosial yang menjadi sorotan di Indonesia, khususnya di
lingkup institusi pendidikan seperti sekolah (Wafa et al., 2023).

Fenomena kekerasan seksual di kalangan siswa merupakan masalah serius yang
dapat berdampak negatif pada perkembangan psikososial, pendidikan, dan
kesejahteraan mereka (Junita et al, 2023). Dampak yang terjadi akibat kekerasan
seksual yaitu korban merasa depresi, menjadi /nfrovert, menurunya prestasi hingga
trauma dan merasa jijik dengan dirinya sendiri (Eka Wahyuni dan Susi Fitri, 2023).
Terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual didorong oleh adanya pemahaman dan
kesadaran korban tentang kekerasan seksual (Nuroniyah, 2022). Hal ini yang
mendorong korban kekerasan seksual untuk melaporkan kepada pihak yang
berwenang (Sartika et al., 2022). Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi
peserta didik idealnya memiliki budaya bebas kekerasan seksual, namun hal ini belum
terimplementasi secara luas (Anzari et al., 2023). Masih banyak tenaga kependidikan
dan peserta didik yang kurang memiliki pemahaman dan kesadaran yang komprehensif
tentang kekerasan seksual (Herlina et al., 2023). Peran guru secara umum adalah
mendorong peserta didik agar mampu menyerap penyebaran informasi, pembentukan
sikap, dan keterampilan sehingga hal tersebut termasuk pendidikan seks pada anak
sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak (Ilham Hudi,
Hadi Purwanto, Khairun Nisa Defi, Putri Nur Bintang Silvi Mayfitri Dewi, 2024).

Upaya pencegahan pelecehan maupun kekerasan seksual terhadap anak di
bidang pendidikan dengan membantu anak dapat terampil dalam mengidentifikasi
situasi-situasi berbahaya sehingga dapat mencegah terjadinya pelecehan seks, serta
mengajarkan pada anak bentuk-bentuk sentuhan yang tidak baik, bagaimana cara
menolak atau mengakhiri interaksi dengan pelaku atau orang yang mencurigakan, serta
bagaimana meminta pertolongan jika berada di situasi membahayakan (Julianti, 2024).
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Kesadaran guru-guru dan peserta didik penting dalam upaya pencegahan kekerasan
seksual di sekolah, iklim di sebuah organisasi termasuk sekolah sangat berpengaruh
munculnya kekerasan seksual (Ihsanuddin et al, 2023). Hal ini mengindikasikan
perlunya suatu intervensi yang lebih proaktif untuk menciptakan lingkungan sekolah
yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan
penanganan kekerasan seksual perlu diintensifkan melalui pendekatan pemberdayaan
siswa. Siswa seringkali kurang mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai
kekerasan seksual, termasuk cara mendeteksi, melaporkan, dan mencegahnya.
Kurangnya pengetahuan ini dapat membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap
risiko kekerasan seksual. PkM ini tidak hanya memberikan informasi, tetapi lebih
mengedepankan aspek pemberdayaan siswa dengan memberikan keterampilan praktis
untuk bertindak dan melibatkan mereka sebagai bagian integral dari solusi. Kontribusi
dari pelaksanaan PkM ini diharapkan dapat terlihat melalui peningkatan pengetahuan
dan kesadaran siswa, serta penurunan angka kekerasan seksual di lingkungan sekolah.
Selain itu, PkM ini juga dapat menciptakan budaya sekolah yang lebih inklusif dan
aman, di mana siswa merasa diberdayakan untuk melindungi diri dan teman-teman
mereka dari ancaman kekerasan seksual.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan PkM ini terbagi menjadi tiga tahapan vyaitu, tahapan awal
pelaksanaan, tahapan pelaksanaan kegiatan dan tahapan akhir. Berikut adalah rincian
tiap tahap yang akan dilaksanakan. Pada tahapan awal pelaksanaan dilakukan observasi
terhadap mitra yaitu sekolah SMA Negeri 1 Kota Batam, serta dalam hal ini meminta
perizinan dari guru sekolah SMA Negeri 1 Kota Batam Bapak Hanafi. Observasi ini
bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada mitra dan menawarkan
solusi berupa penyuluhan hukum terhadap permasalahan yang ada di sekolah SMA
Negeri 1 Kota Batam. Selanjutnya untuk menggali data guna mendapat pemahaman
luas tentang pengetahuan masyarakat tentang upaya pencegahan kekerasan seksual,
pengabdian ini menggunakan pendekatan Community Based Research (CBR). CBR dapat
mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sekaligus menemukan solusi untuk
memenuhi kebutuhan sosial masyarakat (Supli et al., 2022). Berdasarkan hasil observasi
yang dilakukan dilanjutkan dengan penyusunan materi dan brosure yang akan dibagikan.
Kemudian mempersiapkan materi penyuluhan hukum dan mempersiapkan dokumen
kerjasama serta surat tugas perjalanan dinas mahasiswa. Kemudian, tahapan
pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada Selasa, 06 Januari 2024
pukul 10.30 — 12.00 WIB di salah satu ruang kelas SMA Negeri 1 Kota Batam. Unsur
partisipan yang terlibat dalam penyuluhan hukum antara lain guru, tendik serta peserta
didik SMA Negeri 1 Kota Batam yang berjumlah sebanyak 55 orang. Kegiatan
pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi atau penyuluhan dan
bimbingan tentang bahaya kekerasan seksual yang kemudian dilanjutkan dengan model
pembelajaran Problens Based 1 earning (PBL). Penyuluhan terbagi menjadi 3 agenda yaitu,
pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup dan
foto bersama. Setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan
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penyuluhan dan menyusun Laporan Akhir PkM serta Artikel Hasil Penyuluhan
Hukum. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat
sekolah SMA Negeri 1 Kota Batam terhadap materi penyuluhan hukum yang telah
disampaikan.

HASIL PELAKSANAAN

Pengaturan Kekerasan Seksual di Indonesia

Kekerasan Seksual merupakan tindakan yang merendahkan, menghina,
melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang
disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan dan/atau perbedaan
gender yang dimana tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan psikologis dan/atau
fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang serta menghalangi kesempatan
untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan optimal (Fadia et al., 2022).
Klasifikasikan jenis dan bentuk pelecehan seksual yaitu 1) Pelecehan seksual verbal/
non-fisik seperti pelaku menyampaikan pesan berbau seksual dan berkaitan hubungan
seksual kepada kotrban, 2) Pelecehan seksual non-verbal/ fisik seperti sentuhan pada
paha dan belakang punggung serta tangan pelaku menyusuri lengan bagian atas
(Trihastuti & Nuqul, 2020).

Gambar 1. Materi Presentasi
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Kekerasan Seksual adalah tindakan merendahkan,
menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh
dan/atau fungsi reproduksi seseorang, yang disebabkan
oleh ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan
dan/atau perbedaan gender yang dimana tindakan ini dapat
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yang aman dan optimal.
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Sumber: Pribadi, 2024
Pelecehan seksual verbal adalah tindakan pelecehan seksual yang terjadi ketika

seseorang mengeluarkan kata-kata atau komentar yang tidak diinginkan berupa hal-hal
yang bersifat seksual atau perilaku genit kepada orang lain yang menyebabkan
ketidaknyamanan. Biasanya, tindakan ini dapat terlihat melalui perilaku bersiul,
berteriak, atau memberikan komentar seksual kepada orang yang lewat di tempat
umum. Korban dalam hal ini merasa tidak dihormati oleh pelaku yang melakukan
tindakan ini untuk mendapatkan kontrol psikologis atas korban. Pelecehan seksual
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verbal ini seringkali ditemui dalam kehidupan sekolah, seolah-olah tindakan semacam
ini dianggap biasa dan dapat diterima (Hidayatullah et al., 2022). Padahal tindakan
tersebut dapat menimbulkan dampak negatif seperti rasa malu, kemarahan, kebencian,
tersinggung, dan sebagainya (Purba et al, 2022). Perkembangan teknologi telah
memperluas cakupan pelecehan seksual verbal, tidak hanya terbatas pada ruang publik
atau tempat umum, tetapi juga dapat terjadi melalui media sosial menggunakan
berbagai platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, TikTok, dan lain
sebagainya (Suci et al., 2024).

Gambar 2. Materi Presentasi
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Sumber: Pribadi, 2024

Pelecehan non-verbal atau biasa kita kenal dengan pelecehan seksual secara fisik
merupakan jenis pelecehan yang melibatkan perilaku fisik yang merugikan,
merendahkan, atau mengancam individu tanpa menggunakan kata-kata atau dapat kita
pahami yaitu pelecehan seksual yang dilakukan secara langsung menyentuh anggota
tubuh mau fisik korban untuk memenuhi hasrat seksualitas pelaku (Waluya & Baksin,
2024). Bentuk pelecehan ini dapat terjadi di berbagai situasi, seperti, di kamar mandi,
halte, kamar kos, bahkan beberapa sering terjadi di lingkungan Pendidikan salah
satunya seperti sekolah. Meskipun tidak melibatkan penggunaan kata-kata, dampak
dari pelecehan non-verbal atau pelecehan fisik ini dapat sangat serius dan merugikan
secara fisik, emosional, dan psikologis bagi korban. Dari kedua jenis dan bentuk
pelecehan seksual tersebut dapat memiliki dampak yang parah dan signifikan pada
korban, baik secara psikologis maupun fisik (Jannah, 2021). Dalam hal ini, dampak
psikologis atau psikomotorik pada korban pelecehan seksual dapat terlihat melalui
gejala fisik yang muncul serta perubahan dalam perilaku mereka yakni menghindari
pelaku, memasang wajah serius ketika bertemu pelaku kemudian gejala pada fisik yakni
jantung berdebar, sesak nafas, sakit dan pusing (Trihastuti & Nuqul, 2020).
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Gambar 3. Materi Presentasi
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Sumber: Pribadi, 2024

Gambar 4. Materi Presentasi
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Sumber: Pribadi, 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), tindak pidana kekerasan
seksual merujuk pada segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana

sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut dan perbuatan kekerasan seksual
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lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang yang relevan, selama hal tersebut
telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut (Nurisman, 2022). Tujuan utama dari
undang-undang tindak pidana kekerasan seksual adalah untuk mencegah segala bentuk
kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan
penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, menciptakan lingkungan yang bebas dari
kekerasan seksual, serta menjamin bahwa kekerasan seksual tidak akan terulang
kembali (Risal, 2022). Tindak pidana kekerasan seksual ini meliputi pelecehan seksual
yang tidak melibatkan kontak fisik. Pelaku pelecehan seksual non fisik ini dapat
dihukum jika ada laporan dari korban atau jika perbuatan tersebut termasuk dalam
delik aduan. Sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik
atau verbal ini juga diatur dalam ketentuan pasal 5 UU TPKS, sementara untuk
pelecehan seksual secara fisik tertuang dalam pasal setelahnya yaitu pasal 6 UU TPKS
(Vido, 2024).

Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah

Gambar 5. Materi Presentasi
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Sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual secara fisik atau non-
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Sumber: Pribadi, 2024

Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah
sesuat Peraturan Hukm yang berlaku di Indonesia adalah saksi pidana. Sanksi bagi
setiap orang yang melakukan perbuatan pelecehan seksual secara non-fisik atau yang
kenal melalui verbal telah diatur dalam Pasal 5 UU TPKS, yang berbunyi: “Sezzap Orang
yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubnb, keinginan
seksual, dan/ atan organ reprodukesi dengan maksud merendabkan harkat dan martabat seseorang
berdasarkan seksualitas dan/atan kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik,
dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atan pidana denda paling banyak
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Rp10.000.000,00 (sepulub juta rupiah)”, berdasarkan pasal tersebut, maka sanksi bagi
pelaku pelecehan seksual non-fisik atau pelecehan verbal adalah pidana penjara paling
lama 9 (Sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) (Usman, 2022).

Selanjutnya, bentuk tindak pidana kekerasan seksual lainnya adalah pelecehan
seksual secara fisik. Hal ini diatur dalam pasal setelahnya yaitu pasal 6 huruf a UU
TPKS, yang berbunyi: “Sezzap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang
ditwjukan terhadap tubub, keinginan seksual, dan/ atan organ reprodukesi dengan matksud
merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atan kesusilaannya yang
tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebibh berat dengan pidana penjara paling lama 4
(empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima pulub juta rupiah)”,
maka saksi bagi pelaku pelecehan seksual secara fisik atau non-verbal dihukum dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sementara pada pasal yang sama yaitu huruf b
dan ¢ menjeleskan secara fundamental apabila korban kekerasan seksual merupakan
dibawah kekuasaanya, dan/ atau pelaku memiliki wewenang atau kekuasaan namun
disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran pelecehan seksual, maka hukumannya
akan lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) (Usman, 2022).

Gambar 6. Materi Presentasi
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Sanksi bagi setiap orang yang melakukan perbuatan
pelecehan seksual secara nonfisik atau verbal telah diatur
dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Pidana penjara Pidana denda
paling lama 9 bulan; paling banyak 10
dan atau juta

Sumber: Pribadi, 2024
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Upaya Mendeteksi, Melaporkan, dan Mencegah Kekerasan Seksual di
Lingkungan Sekolah

Sangat penting untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan kekerasan
seksual di lingkungan sekolah guna memastikan keamanan dan perlindungan bagi
seluruh siswa.

Gambar 7. Materi Presentasi

UPAYA PREVENTIF (MENDETEKSI,
MELAPORKAN, DAN MENCEGAH KEKERASAN'
SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH)

Pendidikan dan Kesadaran

Sekolah harus memberikan pendidikan yang efektif tentang kesadaran seksual
dan batasan yang tepat dalam berinteraksi dengan sesama

Pelatihan bagi Guru dan Pembentukan Kebijakan
Staf Sekolah Sekolah
Guru dan staf sekolah harus dilatih untuk h harus memiliki kebijakan yang jelas
dan
ini harus
investigasi, dan

Penguatan Kesadaran Diri

HEE [ DR dan Keterampilan Sosial

dan Komunitas

ang lain dapat membantu mengurangi
nya kekerasan seksual

Sumber: Pribadi, 2024

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya paham akan
mendeteksi, melaporkan dan mencegah kekerasan seksual di kalangan pelajar, yaitu
melalui (Syahri, 2022):

1. Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan yang efektif tentang kesadaran seksual dan batasan yang tepat dalam
berinteraksi dengan sesama adalah kunci dalam pencegahan kekerasan seksual. Sekolah
harus memberikan pendidikan yang komprehensif dan berkesinambungan tentang
kesadaran seksual, termasuk pentingnya kesadaran diri, keterampilan sosial, dan
kemampuan untuk mengatur hubungan dengan orang lain. Pendidikan ini harus
dimulai dari awal dan berlanjut hingga akhir pendidikan. Pendidikan yang efektif juga
harus melibatkan orang tua dan komunitas. Orang tua harus diberikan informasi yang
jelas tentang kesadaran seksual dan bagaimana mereka dapat membantu anak-anak
mereka dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul.

2. Pelatihan bagi Guru dan Staf Sekolah

Guru dan staf sekolah harus dilatih untuk mengidentifikasi tanda-tanda
kekerasan seksual dan mengatasi situasi yang mungkin timbul. Mereka harus siap untuk
memberikan dukungan dan perlindungan kepada siswa yang menjadi korban. Pelatthan
ini harus meliputi bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual,
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bagaimana mengatasi situasi yang mungkin timbul, dan bagaimana memberikan
dukungan dan perlindungan kepada siswa yang menjadi korban. Guru dan staf sekolah
harus dilatih secara teratur dan diberikan informasi yang jelas tentang bagaimana
mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual, bagaimana mengatasi situasi yang
mungkin timbul, dan bagaimana memberikan dukungan dan perlindungan kepada
siswa yang menjadi korban.

3. Pembentukan Kebijakan Sekolah

Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas terkait dengan kekerasan seksual dan
perlindungan siswa. Kebijakan ini harus mencakup prosedur pelaporan, investigasi,
dan penanganan kasus yang tepat. Kebijakan ini harus juga melibatkan orang tua dan
komunitas, sehingga mereka dapat membantu sekolah dalam upaya pencegahan
kekerasan seksual. Kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten dan efektif untuk
mencegah kekerasan seksual di masa depan.

4. Partisipasi Orang Tua dan Komunitas

Melibatkan orang tua dan komunitas dalam program pencegahan kekerasan
seksual dapat menciptakan dukungan yang kuat dan kesadaran bersama. Orang tua
harus diberikan informasi yang jelas tentang kesadaran seksual dan bagaimana mereka
dapat membantu anak-anak mereka dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul.
Komunitas juga harus diberikan kesadaran tentang pentingnya pencegahan kekerasan
seksual dan bagaimana mereka dapat membantu sekolah dalam upaya ini. Dengan
demikian, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa
untuk belajar dan tumbuh.

5. Penguatan Kesadaran Diri dan Keterampilan Sosial

Mengajarkan pelajar tentang pentingnya kesadaran diri, keterampilan sosial, dan
kemampuan untuk mengatur hubungan dengan orang lain dapat membantu
mengurangi risiko terjadinya kekerasan seksual. Pelajar harus diajarkan bagaimana
mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan seksual, bagaimana mengatasi situasi yang
mungkin timbul, dan bagaimana memberikan dukungan dan perlindungan kepada
siswa yang menjadi korban. Dengan demikian, pelajar dapat memiliki kemampuan yang
lebih baik dalam menghadapi situasi yang mungkin timbul dan mencegah kekerasan
seksual di masa depan.

Sangat penting paham akan upaya mendeteksi, melaporkan dan mencegah
kekerasan seksual adalah dengan memahami hak pribadi dan hak orang lain, serta
memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak individu. Dengan
pengetahuan ini, individu dapat menjaga diri dan menahan diri dari melakukan
tindakan pelecehan seksual terhadap orang lain dan menyadari bahwa mereka memiliki
hak untuk tidak mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang lain (Ternate,
2021).
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Gambar 8. Materi Presentasi
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Sumber: Pribadi, 2024

Melaporkan kejadian tersebut kepada Tim
Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
{TPPK) di sekolah. Pelaporan dapat dilakukan
secara langsung atau tidak langsung melalui
telepon, surat, atau pesan singkat elektronik.

TETAP TENANG & JANGAN KHAWATIR

Memastikan
mendapatkan perlindungan. Sekolah harus
memastikan bahwa korban merasa aman
setelah melaporkan kejadian tersebut

keamanan korban dan

LAKUKAN ADUAN TINGKAT LANJUT

Jika diperlukan, melibatkan pihak berwenang,
seperti pihak kepolisian atau lembaga terkait,
untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut
dan menindaklanjuti kasus kekerasan seksual
tersebut

JANGAN MENUNDA WAKTU

Penting untuk segera melaporkan kejadian
kekerasan seksual agar langkah-langkah
penanganan dan perlindungan dapat segera
dilakukan untuk korban

Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum Anti Kekerasan di SMA Negeri 21
Kota Batam

Pelaksanaan kegiatan PkM di SMA Negeri 21 Kota Batam, dimulai dari para
mahasiswa melakukan pra-pelaksanaan kegiatan yaitu pada bulan Januari 2024.
Dimana, pada tahapan ini diawali dengan observasi lokasi Penyuluhan Hukum yang
bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi mengenai keadaan mitra serta
berdiskusi untuk melakukan penyuluhan hukum.

Observasi dilakukan pada tanggal 02 Februari 2023 10.00-12.00 bersama Pak
Hanafi selaku guru sekaligus tenaga pedidik di sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam,
kemudian tim pelaksana PkM mempersiapkan materi yang akan dibawakan serta
dibagikan kepada siswa-siswi di SMA Negeri 21 Kota Batam. Persiapan yang dilakukan
berupa penyusunan materi kedalam skde presentasi, pembuatan brosure, stand banner, serta
pembuatan susunan acara pelaksanaan kegiatan. Tema yang dipilih untuk pelaksanaan
kegiatan ini adalah “Mencegah Kekerasan Seksual di Sekolah”, dan yang terakhir yaitu
membuat Laporan Proposal dan Artikel PkM.

Setelah mendapat persetujuan untuk melakukan penyuluhan hukum, dilanjutkan
dengan diskusi mengenai topik penyuluhan hukum. Proses selanjutnya adalah
penyusunan persiapan, dan pengerjaan luaran berupa materi penyuluhan hukum yang
dibuat dalam bentuk power point, brosure, dan poster.
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Gambar 9. Materi Brosur
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Sumber: Pribadi, 2024

Setelah penyusunan serta persiapan yang dilakukan telah siap. Tahapan
selanjutnya yakni pelaksanaan kegiatan. Dimana implementasi atau pelaksanaan
kegiatan dilaksanakan hari Selasa, 06 Februari 2024. Pelaksanaan kegiatan ini
berlangsung di ruang kelas IPS 3 yang dihadiri oleh para siswa serta beberapa
perwakilan guru. Implementasi penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 6
Februari 2024 pada pukul 10.30-12.00 WIB tepatnya di sekolah SMA Negeri 21 Kota
Batam yang dihadiri oleh guru, tendik, dan siswa-siswi.

Sesi awal kegiatan dimulai dari perkenalan diri para mahasiswa selaku pelaksana
dalam kegiatan kegiatan ini kepada siswa-siswi dan guru yang hadir dalam kegiatan
penyuluhan ini. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan maksud serta tujuan dari
adanya pelaksanaan kegiatan ini kepada siswa-siswi dan guru yang hadir sebagai peserta
dalam kegiatan ini. Setelah para siswa mengerti terkait dengan maksud serta tujuan dari
pelaksanaan kegiatan serta juga telah mengetahui para mahasiswa yang hadir dalam
kegiatan ini. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dari para mahasiswa.
Dimana, materi yang disampaikan ini berfokus terhadap kekerasan seksual secara
verbal dan non-verbal. Adapun dalam penyampaian materi ini, mahasiswa menjelaskan
definisi secara umum dari kekerasan secara verbal dan non-verbal, perbedaan dari
kedua kekerasan seksual, serta peraturan yang mengatur terkait perlindungan serta
sanksi yang akan didapati ketika terjadinya kekerasan seksual ini. Penyampain materi
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yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan menggunakan slkde presentasi yang
sebelumnya telah di persiapkan.

Gambar 10. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum

Sumber: Pribadi, 2024

Materi selanjutnya yang disampaikan terkait informasi pentingnya upaya
pencegahan kekerasan seksual karena akan berdampak pada kesehatan, fisik, maupun
psikis terhadap perempuan, mengingat mayoritas peserta didik SMA Negeri 21 Kota
Batam adalah perempuan (preventif). Dilanjutkan penyampaian materi kedua
mengenai pengaturan perlindungan hukum kekerasan seksual di Indonesia yang telah
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual serta materi ketiga yaitu solusi penyelesaian masalah jika terdapat
kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah (reprensif).

Gambar 11. Penyampaian Materi Penyuluhan Hukum

Sumber: Pribadi, 2024
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Setelah dilakukannya tahap pemaparan materi dari para mahasiswa, kegiatan
selanjutnya dilakukan yakni membuka sesi tanya-jawab. Dimana, tahapan ini dilakukan
guna meningkatkan kembali pemahaman dari para siswa yang hadir dalam kegiatan ini.
Banyaknya pertanyaan yang disampaikan oleh siswa-siswi yang hadir menjadi bukti
bahwa para siswa sangat antusias dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan ini. Selain
pertanyaan yang disampaikan oleh siswa-siswi dalam kegiatan ini, tim pelaksana juga
membuka sesi kuis berhadiah. Dimana, siswa-siswi akan diberikan pertanyaan
berdasarkan pada materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh tim pelaksana.

Pada sesi kuis berhadiah ini terdapat 9 orang pemenang dari siswa-siswi SMA
Negeri 21 Kota Batam. Dimana, para siswa yang berhasil menjawab pertanyaan
diberikan apresiasi hadiah berupa buku terkait hukum, yang kelak akan menjadi bahan
belajar siswa-siswi yang ingin mendalami ilmu hukum lebih dalam. Berhasilnya siswa-
siswi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim pelaksana ini, menunjukkan
bahwa materi yang dibawakan oleh tim pelaksana berhasil tersampaikan dengan baik
kepada siswa-siswi yang hadir. Setelah berakhirnya sesi kuis berhadiah yakni
penyampaian kesimpulan serta ucapan terima kasih kepada para guru dan siswa yang
bisa meluangkan waktu untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini. Selanjutnya tim
pelaksana, dan siswa-siswi berfoto bersama sebagai bukti bahwa kegiatan ini telah
terlaksanan dengan baik, serta materi telah tersampaikan kepada siswa-siswi sesuai
dengan rancangan awal kegiatan ini.

Gambar 12. Foto Bersama

Sumber: Pribadi, 2024

Pelaksanaa kegiatan PkM ini berjalan mulai dari periode bulan Januari 2024
sampai dengan periode bulan Maret 2024, pada periode awal yaitu dibulan Januari 2024
kita melakukan observasi serta persiapan secara mendalam mengenai lokasi
penyuluhan, bahan materi, maupun persiapan-persiapan lainnya. Pada periode kedua,
yaitu bertepatan pada hari Selasa, 6 Januari 2024 kita melakukan tahapan pelaksanaan
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kegiatan yang dilakukan di salah satu ruang kelas SMA Negeri 21 Kota Batam. Setelah
pelaksana kegiatan berakhir yaitu pada periode terakhir, pada bulan Maret 2024 kita
melakukan evaluasi terhadap kegiatan PkM maupun penyuluhan hukum, hal tersebut
dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan PkM ini. Dari hasil
komunikasi dialogis interaktif yang kami lakukan dengan para perserta yaitu siswa-siswi
SMA Negeri 21 Kota Batam, membuktikan bahwa dari dari 10 (sepuluh) orang yang
kami pilih secara random untuk menjawab pertanyaan kami, 9 (Sembilan) diantaranya
berhasil menjelaskan secara masif, lugas dan juga tepat. Hal ini juga berkesesuaian
dengan hasil wawancara yang kita lakukan dengan Ibu Aisyah selaku walikelas dan juga
sekaligus guru bimbingan konseling atau yang biasanya lebih kita kenal dengan Guru
BK. Setelah itu pada minggu ke-2 dan ke-3 bulan Maret 2024 kita menyiapkan laporan
kegiatannya dalam bentuk proposal ini, serta pada minggu ke-4 bulan Maret 2024 kita
menyiapkan laporannya dalam bentuk Artikel Penelitian.

Dari hasil evaluasi terhadap siswa-siswi yang antusias menjawab pertanyaan dan
menjelaskan kembali terkait materi yang telah disampaikan, serta hasil wawancara yang
dilaksanakan pasca kegiatan menunjukan adanya perubahan yang signifikan, mulai dari
perubahan perilaku siswa-siswi serta dari pihak guru dan staf sekolah yang lebih
waspada dan peduli, hal membuktikan bahwa pelaksanaann kegiatan PkM ini berjalan
dengan lancar, terstruktur, sistematis dan masif. Lancarnya kegiatan ini tentu saja tidak
lepas dari faktor yang mendukung berjalannya kegiatan PkM ini. Hal yang mendukung
berjalannya kegiatan PkM ini dapat diidentifikasi diantaranya antusiasme para peserta
pada kegiatan PkM. Selain itu juga dukungan dari SMA Negeri 21 Kota Batam yang
telah menyediakan waktu dan tempat, sehingga PkM ini bisa terlaksana dengan sangat
baik. PkM ini juga dilaksanakan dengan waktu yang berbarengan dengan jam aktif
kegiatan belajar dan mengajar sekolah sehingga memberikan kemudahan dan
kelancaran bagi tim pelaksana untuk mengadaan PkM ini.

Kondisi Setelah Implementasi

Berdasarkan wawancara dengan Bu Aisyah selaku guru walikelas sekaligus Guru
Bimbingan Konseling (BK) SMA Negeri 21 Kota Batam, ditemukan bahwa setelah
pelaksanaan implementasi penyuluhan hukum ini, menambah ilmu pengetahuan dan
wawasan schingga siswa-siswi yang semula tidak tahu menjadi tahu serta paham
mengenai jenis-jenis kejahatan kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Selain itu,
peserta penyuluhan hukum semakin waspada terhadap aktivitas sehari-hari yang
cenderung kearah privasi dan seksualitas perempuan.

KESIMPULAN

Pelaksaanaan penyuluhan hukum dilakukan di sekolah SMA Negeri 21 Kota
Batam, berfokus untuk memberikan edukasi upaya pencegahan dari kasus kekerasan
seksual (preventif) dan solusi penyelesaiannya (reprensif). Pelaksanaan implemetasi
penyuluhan hukum dibuat berdasarkan observasi permasalahan yang ada dan bertujuan
untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang dikhawatirkan timbul di sekolah
SMA Negeri 21 Kota Batam. Berdasarkan implemetasi dan evaluasi yang dilakukan
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pada siswa-siswi SMA Negeri 21 Kota Batam, kini telah menambah ilmu pengetahuan
dan wawasan schingga siswa-siswi yang semula tidak tahu menjadi tahu dan paham
mengenai jenis-jenis kekerasan seksual dan cara pencegahannya. Selain itu, peserta
penyuluhan hukum juga semakin waspada terhadap aktivitas sehari-hari yang
cenderung kearah privasi dan seksualitas perempuan. Hal ini menjadi indikator
keberhasilan implementasi penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan.

Saran yang dapat kami diberikan adalah agar siswa-siswi dapat lebih berhati-hati
dan mawas diri terhadap aktivitas sehari-hari yang cenderung kearah privasi dan
seksualitas. Selain itu besar harapan kami agar pihak sekolah SMA Negeri 21 Kota
Batam melakukan langkah percegahan mulai dari internal sekolah seperti pembentukan
kelompok ataupun satgas anti kekerasan seksual, yang nantinya langkah perubahan
baik ini akan manjadi contoh baik yang akan ditiru oleh sekolah-sekolah lainnya,
khususnya di Kota Batam. Selain itu kami juga berharap akan ada sosialisasi yang lebih
mendalam dan intensif dari pihak-pihak exzernal yang berwenang seperti pemerintahan,
agar angka kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah terutama di Kota Batam
dapat terus berkurang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada mitra pengabdian masyarakat yaitu
sekolah SMA Negeri 21 Kota Batam dalam hal ini telah wadah bagi kegiatan
penyuluhan hukum ini serta perangkat Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas
Internasional Batam yang membimbing dan mengawal jalannya pelaksanaan
penyuluhan hukum mulai dari observasi, implementasi, hingga laporan akhir PkM ini.
Selain itu, kami haturkan juga terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Internasional Batam yang telah mendukung
dan membantu sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
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